
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Unda.ng Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarn 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Menginga.t 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. huruf b dan huruf c, perlu 
menerapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pembentukan Kader Siaga Ketentraman dan 
Ketertiban di Kabupaten Purworejo; 

c. bahwa. agar pembentukan kader ketentraman dan 
ketertiban sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
dapat tepat tujuan dan sa.saran, perlu menyusun 
pedoman yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati: 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tereiptanya 
kondisi ketentraman dan ketertiban sebagaimana 
dlmaksud pada huruf a., diperlukan peran aktif 
masyarakat yang dapat dilakeanakan melalu~ 
pembentukan kader ketentraman dan ketertiban; 

Menimbang a. ba.hwa da.lam rangka mengantisipaai dinamika 
perkembangan kegiatan rnasyarakat seiring dengan 
tuntutan era globelieaei, maka kondisi ketentraman 
dan ketertiban umum yang kondusif merupakan 
suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh 
masyarakat untuk mentngkatkan mutu 
kehid u pannya: 

BUPATJ PURWOR&JO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER SIAGA 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

01 KABUPATEN PURWOREJO 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 31 TAIIUlf 2016 

BUPATI PURWOR&JO 
PROVDISI JAWA TElfGAH 

!SALINANI 

 



Dalam Peraturan Bupari ini, yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati aclalah Bupati Purworejo, 
4. Satuan Polisi ?among Praja. yang selanjutnya disebut Satpol PP, 

adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai 
tugas pokok membantu Bupati dalaro menegakkan Peraturan 
Oaerah dan Peraturan Bupati, rnenyelenggarakan kerertiban umum 
dan ketent:raman masyarakat serta perlindungan maayarakat. 

5. Kepa.la Satuan Poliai Pamong Praja, yang selanjutnya disebut 
Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Purworejo. 

6. Ca.mat edelah Camat di Kabupaten Purworejo. 
7. Kelurahan adalab Kelurahan di Kabupaten Purworejo, 
8. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo. 
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Purworejo. 
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo. 
l 1. Ketentrama.n adalah suatu kondisi kehidupan yang aman, damai 

dan tenang. 

Pasal I 

Bagian Ketiga 
Pengertian 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATl TENTANO PEDOMAN 
PEMBENTUKAN KADER SIAOA KETENTRAMAN DAN 
KETER'l'IBAN DI KABUPATEN PURWOREJO. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 244, tambahan 
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Ataa Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, tambhan l.embanm Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 



Ruang lingkup yang diatur dalam Pem.turan Bupati ini meliputi: 
a. pembentukan; 
b. keanggotaan; 
c. pengukuhan; 
d. masa keanggotaan; 
e. kepenguruean: 
t. kedudukan, rugas dan fungsi; 
g. hak, wewenang dan kewajiban; 
h. mekanisme kerja; 
i, pemberhentian dan pengangkatan anggota antar waktu: 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: 
a. menmgkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten 
Purworejo; 

b. menumbuhkembangkan semangat masyarakat dalam mewujudkan 
ketenteraman dan ketertioan. 

Pasal 3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. rnemberikan pedoman bagi Pemerintah Oaerah dan masyarakat 

dalam pembentukan KST: 
b, menja.min agar keberadaan KST dapat berjalan dengan bail<., lebih 

berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan. 

Pasal 2 

Bagian Kedua 
Maksud clan Tujuan 

12. Keteniban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur 
dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang 
dinamis, aman. tentram lahir dan batin. 

13. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu 
keadaan dinamis yang memungkinkan Pernerintah, Pemerintah 
Oaerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan 
aman. tenteram, tertib den teratur. 

14. Kader Siaga Kefentraman dan Ketertiban, yang selanjutnya disebut 
KST adalah suaru bentuk partiaipasi e.ktif masyarakat secara 
swakarsa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan 
de&a/kelurahan tempat tinggal masing-rnasing serta membantu 
terjaganya iklim kondusif di Desa/Kelurahan. 

 



(21 Yang dapat diusulkan menjadi anggota KST ade.lah penduduk 
Dess./ Kelurahan Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi 
persyaratan: 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

11) Anggota KST berjumlah gasa.l paling sedikit 5 (lima) orang den 
paling banyak 9 (sembilanJ orang dengan memperhatikan 
keterwaldlan wilayah dan jumlah penduduk Oesa/ Kelurahan. 

Paaal 6 

KEANOGOTAAN 

BAB lit 

(6) Camat menyampaikan usulan calon anggota KST dari Kepala Desa, 
kepada Bupati melalui Satpol PP. 

(71 Satpol PP memproses usulan calon KST dari Kepala Dcl!la/ Lwah 
untuk ditetapkan pembentukannya dengan Keputusan Bupati. 

(5) Calon anggota KST yang diusulkan berjumlah 9 (Sembilan) orang. 

(4) Kepala De!lll/Lurah mengusulkan calon anggota KST kepada Bupati 
melalui Camat. 

(3) KST dibentuk bersarna oleh Kepala Desa/Lurah. Camat dan Satpol 
PP. 

(2) KST bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah seternpat. 

[I] KST dibentuk dari masyarakat. oleh masyarakat dan untuk 
kepentingan masyarakat serta aebagai bagian integral dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan di Desa/Kelurahan. 

Pasal 5 

PEMBENTUKAN 

BAB II 

j. laporan hasil kerja: 
k. pembinaan dan pengawasan; 
I. larangan: 
m. aan k&i admin istra tif; 
n. pembiayaan. 

 



Masa keanggotaan KST adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 
pengukuhan dan dapat diusulkan kembali untuk masa keanggotaan 
berikutnya, 

PasalS 

MASA KEANGOOTAAN 

BABV 

(4) Dalam acara pengukuhan KST melakukan proseai penciuman 
Bendera Merah Putih. 

(31 Pengukuhan KST dilaksanakan di Kabupaten atau tempat lain yang 
ditentukan o\eh Bupati. 

( I) KST yang telah dibentuk dikukuhkan oleh Bupati. 

(2) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan pengukuhan KST 
sebagaimana dimaksud pada ayat 11) kepada Kepala Saq,ol PP 
Kabupaten Purworejo atau Carnat yang bersangkutan, 

Pasal7 

PENGUKUHAN ANGOOTA 

BABIV 

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. tidak pemah terlibat langsung atau tidak langsung dalam 
kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 194-5. dan/atau terlibat 
organi1JB.si terlarang lainnya; 

d. berumur paling rendah 18 [delapan belas] tahun arau sudah 
menikah; 

e. terdafta.r sehagsi penduduk Desa/Ke\urahan yang besangkutan; 
r. bersedla mengabdi untuk kepentingan maayarakat di 

lingkungannya; 
g. berkelakuan baik: 
h. sehat jasmani dan rohani: 
i. bersedia bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan setempat; 
j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarak.at di Dess./ 

Kelurahan setempat; 
k. bersedia dicalonkan menjadi anggota KST. 



(I) Kerua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a 
mempunya.i rugas: 
a. melakukan koordinasi penanganan gangguan ketertiban umurn 

dan ketentraman lllJlSyarakat serta dugaan pelanggaran 
peraturan daerah dengan Pemerintah ~aa/Kelurahan. Kepala 
Sekai pada Kecamatan yang membidangi ketentraman dan 
ketertiban, Camat dan Satpol PP; 

b. rnemberikan pengarahan kepada pengurus dan anggota agar 
permasalahan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat dapat terdeteks.i secara 
dini dan dapat dilaporkan dengan cepat; 

c. menfasilitasi proses penyelesaian pennasalahan yang berkaitan 
dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat maupun pelanggaran Peraturan Daerah. 

Pasal 10 

(7) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Seksi-seksi merangkap sebaga.i 
Anggota. 

(6) seksi-seksr sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf d, huruf e 
dan huruf f dipimpin oleh seorang kerua seksi. 

(5) Ketua. wakil ketua dan sekretaris KST, masing-rnasing terdiri dari I 
(satuJ orang. 

(4) Ketua dan wakil ketua merupakan pimpinan KST. 

(3) Pengurus KST dipilih oleh anggota KST yang telah dilcukuhkan dan 
ditetapkan dalam rapat KST rang dipimpin oleh anggota KST yang 
tertua dan dibantu anggota KST yang termuda. 

(21 Pengurus KST sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdirt dari: 
a. Ketua; 
b. We.kit Ketua: 
c. Sekretaris; 
d. Seksi Pengaduan Masyarakat; 
e. Seksi ldentifikasi Permasalahan; 
f. Seksi Operasional. 

(II Anggota KST yang sudah dibentuk dan dikukuhkan harus 
membentuk pengurus KST. 

Pa&aJ 9 

KEPENOURUSAN 

BAB vr 

 



(2) I\ST mempunyai tugas: 
a. melaku kan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat secara 

berjenjang (hierarkil kepada Kepala Desa/Lurah mengenai 
pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman ma.sya.mkac 
terutama di kawasan ternb; 

b. melaksanakan kegiatan perneliharaan ketert:iba.n umum dan 
ketentraman masyarakat berdasarkan in.itriatif KST melalui 
koordinasi dengan Pemetintah Desa/l<elurahan; 

c. melakukan patroli wilayah atau monitoring kejadian yartg terjacli 
di Desa/Kelurahan. atau patroli di luar Desa/Kelurahan 
bersama Satpol PP. 

(\) KST berkedudukan di Desa/ Kelurahan setempat. 

Pasal 11 

KEOUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

BABVII 

(61 Seksi Operasional mempunyai rugas melakukan kegiatan 
penindakan sesuai dengan kebutuhan di Japangan dan melaporkan 
teknis operasional kepada Ketua l<ST. 

(5) Sekel Identillkasi Permasalahan mempunyai tugas memastikan 
laporan kejadian di tempat kejadian perkara, serta mengidentilikasi 
elemen masyarakat yang terlibat. 

(41 Seksi Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas meneruskan 
pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setelah 
dilakukan koordi.nasi bersama pengurus KST. 

(3) Sekretaris mempunyai tugas: 
a. melakukAn koordinasi deugan seksi-sekai untuk rnendapatkan 

data dan permasalahan yang berkaitan dengan berkaitan 
dengan gangguan keternban umum clan ketentraman 
masyarakat maupun pela.ngga.ran Peraturan Daerah; 

b. melakukan pendataan yang berkaitan dengan dengan gangguan 
ketertiban umum dan ketentraman masyara.kat maupun 
petanggaran peraturan daerah untuk dilaporl<an kepada Kepala 
Desa/Luran. 

(21 Wakil Ketua mempunyai tugas membantu dan/ atau menggantikan 
tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan. 

 



(21 Angota &ST mempunyai hak: 
a. menyampaikan usul dan pendapat mengenai permasalahan 

gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarak.at 
maupun pelanggaran peraturan daerah kepada Pernerintah 
Desa/ k'.elurahan 

b. mengajukan pertanyaan; 
e, memperoleh kesejahtera.aan. 

( 11 KST mempunyai hak: 
a. meminta dukungan kepada Pemerim:ah Desa/Kelurahan; 
b. mendapatkan fasllita.11i dari Pemerintah Deea/ Kelurahan dale.m 

pela.ksanaan tugas dan fungsi; 
c . menyampaikan informasi m('ngenBi perrnasalahan gangguan 

ketertiban umum dan ketcntraman rnasyaraka; maupun 
pe-langgaran peraturan daerah kepada Pemerintah Desa/ 
Kelurahan. 

Pasal 12 

HAK. WEWENANG DAN KEWAJIBAN 

BAB VIII 

(41 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. KST 
mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Desa/ Kelurahan sesuai 
ketentuan peraruran perundang-undangan yang berlaku. 

(31 KST mempunyai fungsi: 
a. sebagai motivator. yaitu memotivasi lingkungannya agar tertib 

seauai peraturan perundang-undangan sehingga tercipta iklim 
yang kondusif di masyarakat, menemukan, merespon serta 
melakukan langkah antisipatif mengatasi masalah gangguan 
ketertiba.n umum dan ketentraman masyarakat sesuai 
kebijakan Pemerintah, Pernerintah Daerah dan Pemerintah Desa 
serta melakukan kordinasi dengan semua lini dan golongan di 
Desa/Kelunlhan untuk penyelesaian gangguan ketertiban 
umurn dan ketentra.man masyarakat maupun pelanggaran 
peraturan daerah: 

b. sebagai dinamisator. yaitu bertindak dmamis, menggerakkan 
baik peroranganm keluarga dan masyarakat secara bersama 
sama mengatasi permasalahan gangguan ketertiban umurn dan 
ketentraman masyarakat me.upun pelanggaran peraturan 
daerah secara terencana. terarah, konsisten dan 
berkesmambungan. 

 



(2) Dalam hal penn.asalahan gangguan ketertiban umum dan 
ketentraman mai,yarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (ll 
dapat diselesaikar; selanjutnya dibuatkan Surat Keeepakatan 
Bersama. yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa dan disaksikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 
penyelesaian masalah tersebut. 

Ill Penyelesaian permasalahan gangguan ketertiban umum dan 
ketentreman masyarakat oleh KST difasilitasi oleh Kepala Desa 
dengan melibatkan unaur terkait di Dese./ Keluraha.n. 

Pasal 13 

MEKANISME KERJA 

BAB IX 

(4) Anggota KST mempunyai kewajiban: 
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaan segala 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b, mendahulukan kepentlngan umum di ataa kepentingan pribadi, 
kelompok dan golongan; 

c. menghormati nilai-nilai soslal budaya dan adat istiadat 
masyarakat setempat; dan 

d. menjaga nonna den etika dalam hubungan kerja dengan 
lernbaga Pemerintah Dese/Kelurahan maupun lembaga 
kernasyarakatan desa/kelurahan. 

(3) KST mempunyai wewenang: 
a. meneruskan pengaduan rnesyarakat kepada Pernerintah 

Desa/Kelurahan; 
b, melakukan identifikasi pennasale.han dan identifikasi elemen 

meeyarakat yang terlibat di tempat kejadian perkara; 
c. melalcukan kegiaten pengamanan dan penindakan awal sesuai 

dengan kebutuhan di lapangan mengenai pennasalahan yang 
berkaitan dengan dugaan pelanggamn peraturan daerah. 
peraturan bupeti atau peraturan desa, perselisihan antar warga 
dalam Desa/KelurBhan. dan/atau masalah soaial lainnya di 
tingkat Desa/ Kelurahan, entara lain: 
l . pedegang kaki lime (PKL); 
2. pengemis, gelandangan, dan orang terlanter (POOT}; 
3. wanita tuna soaial (WTSJ; 
4. peredaran minuman berlakohol; 
5. tamu asing; dan 
6. keramaian (pertunjukan kesenian dan otahraga]. 

 



(2) Masa. keanggotaen pengganti antar wakru anggota KST adalah stsa 
waktu yang belum dijalankan oleh anggota KST yang berhenti atau 
diberhentikan. 

( I J Penggantian anggota KST an tar waktu dilakaanakan oleh Kepala 
Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5). 

Paaa.1 15 

(3) Pemberhentian anggota !sST diberitahukan kepada Carnal dan 
tembusannya disampai.k.an kepada Bupati c.q, Kepala Satpol PP. 

(2) Pemberhentian Anggota KST sebegaimana tersebut pada ayat (I) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah atas usul 
Ketua/ Wakil Ketua KST 

(11 Anggota KST berhenti atau diberhentikan antara lain karena: 
a. meninggal dunia; 
b. habis masa keanggotaennva: 
c. mengundurkan diri: 
d. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud daJam Pasal 

6. 

Pa.sal 14 

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA ANT.h,R WAKTU 

BABX 

(SJ Pengecekan lapangan sebagaim.ana dimak&ud pada ayat (4) dapat 
dilakukan bersema Camat, Kepala Desa / Lurah dan instansi 
terkait. 

(41 Satpol PP Kabuparen Purworejo meninclaklanjuti laporan 
scbaga.imana dimaksud pada ayat 13) dengan melakukan 
pengecekan lapangan atas diduganya ada pelanggaran Peraturan 
Daerah. 

(3) Dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggamn Peraturan 
Daerah, maka KST melakukan identifikasi, pendataan dan setelah 
diketahui Kepala Desa / Lurah kemudian melaporkan langsung 
kepada Satpol PP Kabupaten Purworejo dan atau lewat Kasi 
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dengan tembusan Camat. 

 



{I) Pembinaan oleh Bupati dilakukan oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. meliputi kegiatan; 
a. bimbingan teknis di bidang peoye\enggaraan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat. 

Pasal 18 

PEMBlNAAN DAN PENOAWASAN 

BAB XIII 

Anggota KST dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. meresahkan rnasyarakat: 
c, melalcukan tindakan disk:riminasi warga atau golongan masyarakat 

lain; 
d. menvalahgunakan wewenang 
e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 17 

LA RANG AN 

BAB XII 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit 
memuat: 
a. pendahuluan; 
b. laporan Kejadian dan atau Peristiwa ; 
c. t!ndakan yang telah dilakukan oleh KST; clan 
d. penutup: 
e. la.mpiran. 

(1) KST melaporkan hasil kerja setiap bulan kepada Kepala Desa. 

(21 l..aporan Hasil kerja KST ditanda tangani seluruh pengurus dan 
disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Satpol PP Kabupaten 
Purworejo melalui Camat setelah sebelumnya diketahui oleh Kepala 
Dess. 

Pasal 16 

LAPORAN HASIL KER.JA 

BAB XI 

 



Segala biaya yang t.imbul sebag.a.i akibat dltetapkannya Peraturan 
Bupati ini dapat dibebankan pada Angga.ran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purworejo yang dialokaeikan pada Perangkat 
Daerah yang terka.it aesuai tugas pokok dan fungsinya maaing-rnasing 
dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 20 

PEMBIAYAAN 

BAB XV 

(3) Sanksi yang berupa pernberhentian sernentara atau pemberhentian 
Anggota KST sebagaimana dimaksud pa.cla ayat ( 11 diberikarl 
berdasarkan hasil perneriksaan aparat yang berwenang dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(21 Sangsl ad.ministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (J) diberlkan 
oleh Bupati berdasarken usul dart Pimpinan dan atau Anggot.a KST 
dengan dilengkapi bukti-bukti yang kuat. 

(I) Anggota KST yang melakukan pelanggaran larangan sebagairnana 
dimaksud daJam Pasal 17, dikenakan sanksi berupa teguran lisan. 
teguran tertulis atau pemberhentian sebagai Anggota KST. 

Pasal 19 

SANKS! ADMlNISTRATlF 

BAB XIV 

(2) Pengawasan oleh Bupatl dilakukan oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan tugas pokok dan fungslnya. melipuri kegiatan: 
a. Pementauan; 
b. Pelaporan; dan 
c. Evaluasi. 

b. sosialiaasi peraturan perundangan yang terk.a.it dengan 
keteniban umum dan ketenteraman masyarakat 

c. pendidikan ketrampilan bagi masyarakat yang terkait dengan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR 31 SERL I! NOMOR 28 

TR!HANDOYO 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 3 Agustm .2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd. 

AGUS BASTIAN 

Tt4, 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 3 .Apft ... 2016 

BUPATI PURWOREJO, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 21 

KETENTUANPENUTUP 

BAB XVI 

 


